PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 7 TAHUN 1963 (7/1963)
TENTANG
BADAN PEMERI KSA KEUANGAN

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa Badan Peneriksa Keuangan sekarang sebagai al at
per | engkapan Negara tidak |agi nenmenuhi syarat-syarat dalam
rangka nencapai penyel esai an tuj uan Revol usi | ndonesi a;

b. bahwa ber hubung dengan itu perlu dibentuk Badan Peneriksa
Keuangan gaya baru yang tegas Kkuat kedudukannya dan
wewenangnya dan berw bawa serta effektif dalam segala kerja
kar yanya.

C. bahwa untuk nendapat al at perl engkapan Negara tersebut dal am
sub b Badan Peneriksa Keuangan gaya baru perlu disusun atas
t enaga-tenaga yang nenpunyai dukungan masyarakat dan tenaga-
tenaga ahli adm nistrasi dan keuangan agar supaya tercapail ah
pel aksanaan pengi ntegrasi an antara Penerintah dan Rakyat dal am
bent uk kegot ong-royongan nasi onal yang ter organisasi:

d. bahwa karena keadaan nendesak peraturan tentang Badan
Pemeri ksa Keuangan perlu di t et apkan dengan Per at ur an
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang

Mengi ngat :

1. Pasal 23 ayat 5 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara  No.
I VI MPRS/ 1963;

3. Resoul usi Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara No. 1./

Res/ MPRS/ 1963;
Mendengar :
Per ti nbangan- perti nbangan Dewan Pertinbangan Agung dal am si dangnya
tanggal 13 dan 14 Agustus 1963

Menut uskan:

Dengan nencabut senua ketentuan nengenai Badan Peneri ksa Keuangan
dal am peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan peraturan ini, menetapkan:

Peraturan Penerintah  Pengganti Undang-undang tentang Badan
Peneri ksa Keuangan.

BAB |
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 1

Badan Peneriksa Keuangan berbentuk Dewan yang nerupakan satu
kesat uan or gani sasi di sanpi ng Lenbaga Negara Tertinggi | ai nnya.



Pasal 2

(1) Anggot a- anggot a Badan Peneriksa Keuangan terdiri dari tenaga-
tenaga yang nenpunyai dukungan nasyarakat dan tenaga-tenaga
ahli adm ni strasi dan keuangan.

(2)Jum ah anggota Badan Peneriksa Keuangan tiga belas orang,
terdiri dari seorang Ketua, enpat orang, Wkil Ketua dan
del apan orang Anggot a.

Pasal 3

Kedudukan hukum dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggot a Badan Peneri ksa Keuangan di atur ol eh Presiden

Pasal 4

Peraturan gaji pegawai Badan Peneriksa Keuangan diatur dengan
peraturan sendiri.

Pasal 5

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Peneriksa
Keuangan di angkat ol eh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

(2) Setel ah nmasa jabatan tersebut berakhir, nereka dapat di angkat
kenbal i untuk nasa j abatan yang sanma dan nenurut prosedur yang
sama pul a.

Pasal 6

Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Peneri ksa Keuangan
dapat di ber henti kan ol eh Presiden sel ana nmasa j abat annya.

Pasal 7

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Peneriksa
Keuangan tidak boleh, baik |angsung nmaupun tidak |angsung,
nmenjadi pemlik sebagian ataupun nenjadi penjamn sesuatu
badan usaha yang berdasarkan perjanjiaan untuk nendapat |aba
atau keuntungan dari Negara |ndonesia atau Penerintah Daerah
atau sesuat u Perusahaan Negar a.

(2) Mereka tidak bol eh nerangkap jabatan pada Perusahaan- perusahaan
Swast a at aupun pada Perusahaan Negar a.

Pasal 8

(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Peneriksa
Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan-senentara guna
peneri ksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung
dengan ijin terl ebi h dahulu dari Presiden.

(2)Dal am hal Ketua, Wakil Ketua atau seorang Anggota tertangkap
dal am keadaan sedang nel akukan sesuatu tindak pidana yang
di ancam dengan hukuman | ebi h dari satu tahun penjara, ia dapat
di kenakan penahanan-senentara pada seketika itu dengan
ket ent uan bahwa penahanan tersebut dalam waktu 24 jam harus



di | apor kan kepada Jaksa Agung, yang berkewaji ban menyanpai kan
kepada Presiden untuk nmenperol eh ijin guna penahanan-senentara
[ ebih lanjut bila dianggap perlu. Tanpa persetujuan Presiden,
i a harus segera di bebaskan kenbal i .

BAB |1
Tugas kewaj i ban Badan Peneri ksa Keuangan

Pasal 9

(1) Badan Peneriksa Keuangan bertugas dan berwenang untuk
nmel aksanakan pengawasan serta peneri ksaan kontrol e- akunt an dan
penyi di kan akuntan atas Keuangan Negara serta Tata-Usaha
secara nenyel uruh dengan tidak ada perkecual i annya.

(2) Dengan pengawasan Keuangan Negara" di maksudkan pengawasan unum
t er hadap pel aksanaan dari pada Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Negara, termasuk Daerah, Anggaran Penbangunan Negara ternasuk
Daer ah. Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, ternasuk
pengawasan atas segal a penbel i an, penyi npanan, penggunaan dann
penjual an barang mlik Negara, Perusahaan-perusahaan Negara
dan perusahaan canpuran Negara-Swasta serta penborong
pekerjaan dan jasa dibidang sipil dan mliter.

(3) Dengan Peneri ksaan Keuangan Negara" di maksudkan juga penelitian
apakah penggunaan uang Negara terjadi sesuai dengan ketentuan-
ket entuan anggaran yang bersangkutan dan dengan Kketentuan-
ket entuan pengurusan keuangan Negara disanping nenil ai
kegunaannya dan kemanfaatannya pengeluaran uang Negara atau
penjual an mlik Negara.

Pasal 10

(1) Badan Peneri ksa Keuangan bertugas pul a nenyanpai kan pendapat anya
dal am rangka nel aksanakan tugas-tugasnya seperti ditetapkan
dal am pasal 9 nengenai

a. Rencana pel aksanaan penbi ayaan proyek-proyek penting;

b.Kredit-kredit luar negeri dan pel aksanaan penggunaannya.

(2) Badan Peneri ksa Keuangan nmenj al ankan peneri ksaan at as
pel aksanaan Anggaran Pendapatan Negara unmummya dan khususnya
atas pel aksanaan nenent ukan paj ak- paj ak perusahaan, bea nasuk,
pengel aan Perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan Daerah,
perusahaan canpuran Negara (Daerah) Swasta dan lain-lain
penghasi | an Negara penti ng.

(3) Badan Peneri ksa Keuangan nenpunyai tugas nel akukan peneriksaan
yang di pandang perlu pada senua badan hukum publik atau hukum
privat baik didalam maupun diluar negeri yang kekayaannya
terdiri atas sebahagi an kekayaan Negara yang di pi sahkan atas
keuangannya di bel anj ai atau di beri subsidi atas beban anggar an
Bel anja Negara Republik Indonesia, ternmasuk juga badan-badan
di mana keuangan Negara nenpunyai kepentingan penyertaan noda
di dal ammya at au karena kepentingan | ai nnya

(4) Untuk nel aksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) pasal ini Badan Peneriksa Keuangan jika di pandang
perlu untuk nenperlancar sesuatu peneri ksaan dapat nenggunakan
t enaga-tenaga di | uar Badan Peneri ksa Keuangan



Pasal 11

(1) Badan Peneriksa Keuangan tiap tahun neneliti dan nenyusun
cat at an-cat atan pendapat tentang perhitungan anggaran yang
di sanpai kan ol eh Penerint ah.

(2) Badan Peneri ksa Keuangan tiap tahun nenyanpai kan | aporan tentang
hasi| peneri ksaannya ternmaksud pada ayat (1) pasal ini kepada
Presi den, dengan disertai daftar pengel uaran- pengel uaran dan
peneri maan- peneri maan uang yang di sangsi kan sahnya,
kebenar annya, kel engkapannya dan. kemanf aat annya, serta
penj el asan- penj el asan seper| unya.

(3) Presiden nenyanpai kan | aporan ternmaksud pada ayat (2) pasal ini
kepada Dewan Perwaki | an Rakyat .

Pasal 12

(1) Serua Instansi Negara, Perusahaan Negaral/Daerah/ Swasta, Bank
Pener i nt ah/ Daer ah/ Swast a dan Per usahaan/ Bank Canpur an
Negar a/ Daerah dan Swasta seperti yang dinmaksud dalam ol eh
pasal 10 ayat (3) diwajibkan nmenberi keterangan yang dimnta
ol eh Badan Peneriksa Keuangan berhubung dengan penunaikan
tugas Badan Peneri ksa Keuangan.

(2) Badan Peneriksa Keuangan wajib nenberi keterangan secukupnya
yang dimnta oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat
ber hubung dengan pengurusan keuangan Negar a.

(3)Tiap kali dipandang perlu Badan Peneriksa Keuangan dapat
nmengaj ukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau
Menter-nenteri yang ber sangkut an t ent ang kekur angan-
kekur angan penyel ewengan- penyel ewengan dal am  pengurusan
keuangan yang perlu di ketahuinya untuk segera diakhiri dan
di anbi | tindakan-tindakan per bai kan.

BAB |1 |
Wewenang Badan Peneri ksa Keuangan dan
Tuntutan ganti rugi

Pasal 13

(1) Apabil a ada Instansi Negara, Perusahaan Negara,/ Daerah/ Swast a,
Bank Peneri nt ah/ Daerah/ Swasta dan Perusahaan/Bank Canpuran
Negar a/ Daer ah dan Swasta seperti yang di maksudkan dal am pasa
10 ayat (3), yang di undang ol eh Badan Peneri ksa Keuangan unt uk
nmenberi keterangan, tidak nmenmenuhi perm ntaan Badan Peneriksa
Keuangan berwenang m nta bantuan Jaksa Agung untuk nenganbi
ti ndaakan-ti ndakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Hukum
Acara Pidana sehingga keterangan-keterangan yang diperl ukan
dapat diperoleh dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah
tanggal perm ntaan bantuan pada Jaksa Agung.

(2) Apabila setelah lewat 60 (enam puluh) hari, yang bersangkutan
bel um juga nenberi kan ket erangan- ket erangan yang di perl ukan
maka perbuat an ini dianggap sebagai suatu tindakan pel anggaran
Burunlyang di ancam hukuman kurungan setinggi- tinggi nya enam

ul an.



(3) Apabila dal am usaha nenperoleh keterangan dari seorang yang
bertanggung-jawab dari suatu instansi Negara, Perusahaan
Negar a/ Daer ah/ Swast a, Bank Pener i nt ah/ Daer ah/ Swast a dan
Per usahaan Negar a/ Daer ah/ Swast a, Bank Penerint ah/ Daer ah/ Swast a
dan Perusahaan/ Bank Canpuran Negara/ Daerah dan Swasta seperti
yang di maksud dal am pasal 10 ayat (3) Badan Peneri ksa Keuangan
nmenper ol eh penunj ukan yang cukup, bahwa ket erangan- ket erangan
yang di peroleh sangat disangsi kan kebenarannya, mnaka Badan
Peneri ksa Keuangan nelaporkan hal itu kepada Menteri yang
ber sangkut an, dengan tindasan kepada Presiden, agar supaya
t er hadap pegawai tersebut dianbil tindakan.

Pasal 14

(1) Apabila ada seorang Menteri tidak nenenuhi perm ntaan Badan
Peneri ksa Keuangan untuk nenberi keterangan yang di perl ukan
maka Badan Peneriksa Keuangan nenberi peringatan tiga kali
Dal am surat peri ngatan yang ketiga kal i nya ditegaskan, apabila
dal am waktu 30 hari keterangan yang diperlukan ol eh, Badan
Peneri ksa Keuangan belum juga diberikan oleh Menteri yang
ber sangkut an, maka Badan Peneriksa Keuangan berwenang
nmengusul kan kepada Presiden untuk nenghentikan senentara
segal a penbayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkuatan
itu, dengan ketentuan bahwa penghentian penbayaran atas
otorisasi itu tidak berlaku terhadap:

a. bel anj a pegawai / pensi unan,

b. bel anja routine untuk rumah-runah sakit/ penjara dan,

C. pengel uar an- pengel uaran routine |ainnya yang sejenis. Tindasan
surat peringatan yang ketiga kalinya ini dikirinkan
kepada Presiden, disertai dengan penjel asan seperlunya
dan di ki ri nkan kepada Dewan Perwaki | an Rakyat .

(2)Jika sesudah lewat 30 (tiga puluh)  hari Menteri  yang
ber sangkutan belum juga nenberi Kketerangan yang diperl ukan,
maka Badan Peneri ksa  Keuangan ber wenang nmel aksanakan
penghentian senentara penbayaran otorisasi. Surat keputusan
unt uk nenghenti kan senentara segal a penbayaran atas otorisas
Menteri tersebut disanpaikan sendiri oleh Ketua atau sal ah
seorang Wakil Ketua Badan Peneriksa Keuangan kepada Menteri
yang bersangkutan, dan segera nel aporkan tindakan ini kepada
Presi den dengan tindasannya di kirinkan kepada Dewan Perwakil an
Rakyat .

(3) Presiden berwenang untuk nenbatal kan keputusan Badan Peneriksa
Keuangan dengan nenjel askan al asan-al asan penbat al annya itu.
Ti ndasan keputusan Presiden ini disanpai kan kepada Dewan
Per waki | an Rakyat .

Pasal 15

(1) Apabil a Badan Peneriksa Keuangan nenperol eh petunjuk-petunjuk
cukup, bahwa ket erangan-keterangan yang di beri kan ol eh seorang
Menteri tidak sesuai dengan kebenaran, maka Badan Peneriksa
Keuangan berwenang mnta Menteri yang bersangkutan untuk
nmenel iti kenbal i ket er angan- ket erangan  yang di beri kan
Ti ndasan surat Badan Peneri ksa Keuangan ini di sanpai kan kepada



Presi den dan Dewan Perwakil an Rakyat .

(2)Menteri yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
di waj i bkan nenanbah, nenbenarkan atau nenperkuat Kketerangan-
ket erangan yang tel ah di beri kannya.

(3)Ji ka kenudian terbukti bahwa keterangan yang diperbaharui itu
bertent angan dengan kebenaran, naka Badan Peneri ksa Keuangan
segera nel apor kan kepada Presiden agar supaya terhadap Menteri
yang bersangkutan di anbi|l tindakan seperl unya.

Ti ndasan | aporan itu dikirinkan kepada Dewan Perwakil an Rakyat .

Pasal 16

(1) Serua Menteri dan Pegawai Negara, yang dalam Iingkungan
jabatannya dan tidak dalam tugas bendaharawan, kar ena
per buat an el anggar hukum atau nelal aikan kewajiban yang
nmer eka harus | akukan secara |angsung ataupun tidak |angsung
tel ah nmerugi kan Negara, harus nengganti kerugian itu.

(2) Apabila yang bersangkutan seorang pegawai Negara, naka pada
ti ngkat pertama tuntutan ganti-rugi dilakukan dan diputus ol eh
Menteri yang Dbersangkutan dan Badan Peneriksa Keuangan
di beritahukan tentang putusan itu.

(3) Badan Peneri ksa Keuangan nengawasi pel aksanaan tuntutan ganti -
rugi termaksud dalam ayat (2) pasal ini dan berhak untuk
mengubah Keputusan Menteri atau nengenakan denda setinggi-
tingginya tiga bulan penghasilan sebagai Menteri dalam hal
Menteri itu nelalai kan kewajiban untuk nenuntut, nenutuskan
dan neneri nt ahkan nel aksanakan ganti-rugi itu.

(4)Tiap peristiwa yang telah atau nungki n nengaki bat kan kerugi an
bagi Negara, oleh Kepala Instansi yang bersangkutan wajib
di beritahukan kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan
Peneri ksa Keuangan. Kelalian dalam hal ini dianggap sebagai
kel al ai an jabatan dan dapat nenyebabkan kepadanya di kenakan
hukuman jabatan serta dapat diharuskan nenbayar ganti-rugi
yang di sebabkan ol eh kel al ai annya it u.

(5)Dalam hal -hal yang khusus Badan Peneriksa Keuangan dapat
nmenganbil keputusan untuk nenyanpai kan pernmohonan kepada
Presi den supaya nenberi kepada yang bersangkkutan penbebasan
ganti-rugi atau peri nganan.

Pasal 17

(1) Kerugi an Negara yang dinmaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang
nmenyangkut seorang Menteri | angsung di periksa dan diputuskan
ol eh Badan Peneriksa Keuangan yang segera nenberitahukannya
kepada Presiden dengan tindasannya dikirim kepada Dewan
Per waki | an Rakyat .

(2)Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tangga
penet apan Surat Keputusan Badan Peneri ksa Keuangan, Presiden
dapat nmengubah putusan Badan Peneriksa Keuangan dengan
nmenberi kan al asan-al asan kepada Badan Peneriksa Keuangan.
Ti ndasan Keputusan Presiden dikirim kepada Menteri yang
ber sangkut an dan Dewan Perwakil an Rakyat .

(3) Dengan tidak nengurangi ketentuan tersebut dal am pasal 20 ayat
(1) berhubungan dengan pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), naka



apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak
nmer ubah keputusan Badan Peneriksa Keuangan, Kkeputusan itu
dapat segera dil aksanakan.

Pasal 18

Tuntutan ganti-rugi termaksud dal am pasal -pasal tersebut diatas,
di beritahukan secara tertulis kepada fihak yang akan dituntut,
tentang jumah kerugian yang diderita oleh Negara dan al asan-
al asannya yang nenjadi sebab tanggung-jawabnya atas kerugian itu,
dan kepada yang bersangkutan diberi kesenpatan untuk nengaj ukan
surat penbel aan diri dalam batas waktu yang ditetapkan pul a dal am
surat penberitahuan itu

Pasal 19

(1) Setelah diterinma surat penbelaan diri dari yang bersangkutan,
atau jika batas waktu yang di berikan telah | ewat, nmaka Menteri
nmenet apkan suatu surat keputusan yang nenuat sebab-sebab serta
al asan-al asan dan jum ah yang harus diganti ol ehnya kepada
Negara. Apabila yang dituntut itu seorang Menteri, naka Badan
Peneri ksa Keuanganl ah yang nenet apkannya.

(2) Apabila perkara itu nengenai seorang Menteri, maka peneriksaan
dan keputusan dalam tingkat pertama dil akukan oleh Badan
Peneri ksa Keuangan dal am si dangnya yang khusus di adakan unt uk
keperl uan tersebut.

Pasal 20

(1) Pegawai yang dengan Surat Keputusan Menteri, atau Menteri yang
dengan Surat Keputusan Badan Peneriksa Keuangan ternaksud
dal am pasal 19 di kenakan ganti-rugi, selanbat-|anbatnya dal am
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan itu diberitahukan
kepadanya, dapat nem nta supaya keputusan itu ditinjau kenbali
ol eh Badan Peneri ksa Keuangan atas dasar penjel asan-penj el asan
bar u.

(2) Peni njauan kenbali termaksud pada ayat (10 pasal ini, apabila
nmengenai Pegawai Negara di | akukan ol eh sal ah satu seksi Badan
Peneri ksa Keuangan seperti yang di maksud dal am pasal 27, dan
apabi |l a nengenai soerang Menteri dilakukan ol eh Si dang Badan
Peneri ksa Keuangan yang khusus di adakan untuk keperluan itu.

Pasal 21

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan termaksud dal am pasal 16 ayat
(2) dan ayat (3) Badan Peneriksa Keuangan berwenang nel akukan
dan nenutus tuntutan ganti-rugi tingkat pertama terhadap
Pegawai Negara bukan Menteri, aapabila karena salah satu hal
tuntutan itu tidak dilakukan ol eh Menteri yang bersangkut an.

(2 )Penjelasan tuntutan ganti-rugi termaksud dal am ayat (1) pasal
ini dilakukan seperti penyel esaian tuntutan terhadap Menteri
t ermaksud dal am pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2)

Pasal 22



Badan Peneri ksa Keuangan ber hak mneni njau atau neninjau | ebih | anjut
keput usan- keputusan Menteri dan keputusan-keputusannya sendiri
dal am tuntutan ganti-rugi, neskipun tentang itu tidak atau tidak
tepat pada waktunya dim ntakan peninjauan Kkenbali oleh yang
ber sangkut an, apabila ternyata bahwa keputusan itu telah dianbi
oleh Menteri atau oleh Badan Peneriksa Keuangan berdasarkan
ket er angan- ket erangan yang tidak benar atau pandangan yang tidak
t epat .

Pasal 23
(1) Keputusan Menteri dan Keputusan Badan Peneri ksa Keuangan tent ang
penbebanan ganti-rugi dianbil "Atas nama Negara Republik
| ndonesi a".

(2)Salinan surat keputusan ternaksud dalam ayat (1) pasal ini,
yang ditanda-tangani ol eh seorang Penbantu Menteri, sepanjang
nmengenai Surat Keputusan Menteri, dan ol eh Ketua atau sal ah
seorang Wakil Ketua yang ditunjuk ol eh Ketua Badan Peneriksa
Keuangan, nenpunyai kekuatan yang yang sanma dan dijal ankan
dengan cara yang sama seperti keputusan haki m perdata yang
sudah nenpunyai kekuatan pasti .

(3)Dal am keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat
di t ent ukan bahwa keputusan itu harus segera dil aksanakan unt uk
kepenti ngan keuangan Negar a.

(4) Dengan tidak nmengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (3) pasal
ini , maka pel aksanaan daripada keputusan termaksud dal am
pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) ditunda atau
di henti kan, apabila keputusan itu sedang dalam peninjauan
kenbal i menurut pasal 20 atau pasal 22.

Pasal 24

(1) Dengan tidak nengurangi wewenang Menteri dan Badan Peneriksa
Keuangan, nmaka tuntutan ganti-rugi tidak perlu dil akukan
apabila yang bersangkutan nenyatakan bertanggung-jawab atas
kerugi an Negara akibat perbuatannya atau kel al ai annya dan
bersedia secara sukarela nengganti kerugian itu dengan
nmenyet or sel uruh junm ah kerugian itu dal am kas Negara, ataupun
berjanji akan nengganti nya dengan suatu surat pengakuan hutang
berneterai yang nenuat hal -hal diatas dan yang di kuat kan ol eh
dua orang saksi dan jam nan yang cukup kuat.

(2)Salinan surat-surat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus
segera disanpai kan kepada Menteri dan Badan Peneriksa
Keuangan.

Pasal 25

Sebel um Badan Peneriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan
nmenganbi | keputusan apakah perbuatan Menteri atau seseorang pegawai
Negara nel anggar hukum atau nel al ai kan kewaj i ban yang mnereka harus
| akukan sebagai mana tersebut pada pasal 16 ayat (1), mnaka.Badan
Pemeri ksa Keuangan at au Ment eri yang ber sangkut an har us
nmenper hati kan pertinbangan seorang hakim dan Pengadilan yang



di daerah hukummya dil akukan pel anggaran hukum atau kel al ai an
tersebut. Dalam hal perbuatan itu dilakukkan diluar negeri, mnmaka
yang nenberi pertinbangan ialah seorang hakim dari Pengadilan di
Jakart a.

BAB |V
Bagi an- bagi an Badan Peneri ksa Keuangan

Pasal 26

(1) Badan Peneriksa Keuangan nenpunyai dua Bagian, yakni Bagian
Pengawasan dan Bagi an Peneri ksaan.

(2) Tiap-tiap Bagi an dipi npin ol eh seorang Wakil Ket ua.

(3) Bagi an dapat nenganbil keputusan apabila dihadiri ol eh sedikit-
di kitnya |linma orang anggot a.

Pasal 27

(1) Bagi an Pengawasan terdiri dari:

a. Seksi Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

b. Seksi Anggaran Penbangunan Negara termasuk Daer ah.

c. Seksi Kredit dan Devi sa.

d. Seksi Per usahaan.

(2) Bagi an Peneri ksaan terdiri dari:

a. Seksi Rupi ah.

b. Seksi Devi sa.

(3)Tiap Seksi dapat nenganbil Kkeputusan apabila dihadiri oleh
sedi ki tnya tiga orang Anggot a.

Tiap-tiap Anggota Badan Peneri ksa Keuangan di per kenankan ner angkap
tugas | ebi h dari satu Seksi

Pasal 28

Badan Peneri ksa Keuangan diperlengkapi dengan satu Biro Akuntan
yang nenbantu Bagi an-bagi an dal am nel aksanakan tugas peneriksaan
dan pengawasan.

Pasal 29

(1) Badan Peneri ksa Keuangan nengadakan sidang sekurang- Kkurangnya
sekali dalam satu bulan, vyang dapat nenganbil Kkeputusan
apabila dihadiri oleh | ebih dari separo jun ah Anggot a.

(2) Apabil a Badan Peneri ksa Keuangan akan nenganbil keputusan yang
nmenyangkut diri seorang Menteri, nmaka Badan Peneri ksa Keuangan
nmengadakan Sidang khusus yang harus dihadiri oleh sedikit-
di kitnya 9 (senbilan) orang Anggot a.

(3) Keputusan Badan Peneri ksa Keuangan nenpunyai kekuatan hukum yang
sama dengan keputusan Pengadi | an yang sudah nenpunyai kekuat an
pasti .

BAB V
Sunpah j abat an

Pasal 30



(1) Sebel um nemangku j abatannya, Ketua, para \Wakil Ketua dan para
Anggot a Badan Peneriksa Keuangan nengucapkan sunpah nenur ut
cara agama yang di pel uknya, atau nmengucapkan janji.

Ucapan sunpah dinmulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi nereka
yang beragama |slam sedang bagi nereka yang beragama lain
dari aganma |slam penakai an kata-kata "Dem Al lah" disesuaikan
dengan kebi asaan aganmanya nasi ng- nmasi ng.

(2) Sunmpah/janji termaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya

ber bunyi sebagai berikut :
"Saya bersunpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk nenjadi
Ket ua/ Waki | Ket ua/ Anggota Badan Peneri ksa Keuangan, |angsung
atau tak |langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak
nmenberi kan atau nenj anji kan ataupun ti dak akan nenberi kan at au
nmenj anj i kan sesuatu kepada si apapun juga. Saya bersunpah (saya
berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak nel akukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak nenerinma atau akan neneri na,
| angsung ataupun tak |angsung, dari siapapun juga sesuatu
janji atau penberian. Saya bersunpah (saya berjanji) setia
kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga
nmenunai kan tugas pekerjaan saya dal am jabatan ini dengan penuh
rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan
Bangsa, sesuai dengan hal uan Negara"

BAB VI
Ket ent uan khusus

Pasal 31

(1) Badan Peneri ksa Keuangan nenbuat tata-tertib sendiri yang
di sahkan ol eh Presiden.

(2) Badan Peneriksa Keuangan nenpunyai suatu Sekretariat yang
di pinpin ol eh seorang Sekretaris Umum

BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 31
Hal -hal lain nengenai Badan Peneriksa Keuangan yang bel um di at ur
dal am Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini diatur |ebih
| anj ut dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 33

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nmenget ahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Cktober 1963



Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Cktober 1963
Sekretaris Negar a,

ttd.
A W SURJQADI NI NGRAT S. H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG No. 7 TAHUN 1963
t ent ang
BADAN PEMERI KSA KEUANGAN

UMUM

Peraturan dal am | ndi sche Conptabiliteitswet (1.C W) tentang
Al genene Rekenkaner, yang berlaku bagi Badan Peneri ksa Keuangan,
sekarang sudah tidak sesuai | agi dengan perkenbangan zaman.

Ekonom  Ter pi npin nenghendaki adanya rencana penbangunan
nmenyebabkan perlu; disusunnya suatu Anggaran Mneter, yang terdiri
atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (routine dan
penbangunan), Anggaran Kredit, yang neliputi kredit pada badan-
badan Penerintah dan Swasta, serta Anggaran Devisa, yang
nmengganbar kan ancer-ancer penghasilan dari rencana penggunaan
devi sa Negar a.

D sanpi ng itu Ekonom Ter pi npi n newaj i bkan penyusunan progress
report dari pada pel aksanaan rencana. Pel aksanaan Ekonom Ter pi npi n
nmenghar uskan i kut canpurnya Penerintah didal am bi dang ekonom dan
Per usahaan- per usahaan Negara harus di per kenbangkan hi ngga nencapai
kedudukan komando yang nenjam n perkenbangan revolusi dari tahap
Nasi onal denokratis untuk nemasuki tahap Sosialisnme |ndonesi a.

Senmuanya ini menyebabkan perl unya ada Badan Peneri ksa Keuangan
di beri  wewenang pengawasan dan peneriksaan secara nenyel uruh,
sehingga Badan Peneriksa Keuangan dapat pula nenjadi alat untuk
nmenyenpur nakan social control yang effektif guna nencapai soci al
support yang nmaxi nal .

Kei ngi nan- kei ngi nan untuk nenyenpurnakan Badan Peneriksan
Keuangan ini antara lain tercermn didalam Amanat-anmanat Presiden
Dekl arasi Ekonom dan Anbeg Paranma Arta, serta didal am Ketetapan
Maj el is Pernusyawaratan Rakyat Senmentara No. |[|I/MPRS/ 1960 dan
Resol usi Maj elis Per nusyawar at an Rakyat Senent ar a No.
| / Res/ MPRS/ 1963.

D dal am nem kirkan untuk nenberikan wewenang yang cukup
nmenyel uruh kepada Badan Peneri ksa Keuangan di anggap perlu dengan
ket ent uan Undang- undang nenberi kan kepada Badan Peneri ksa Keuangan
jam nan wewenang untuk nelakukan pengawasan dan peneriksaan,



sehingga neliputi penelitian apakah pengel uaran- pengel uaran uang
Negara (termasuk devisa Negara) itu sesuai dengan Kketentuan
Anggaran Moneter, dengan kenyataan pengeluaran sesungguhnya dan
bet ul - betul bermanfaat bagi pel aksanaan rencana penbangunan ekonom
dan kemaknuran rakyat seperti yang direncanakan.

Untuk nenperbesar daya gerak dan daya pengawasan Badan
Peneri ksa Keuangan, naka terasa perlu untuk mengi kut -sertakan dal am
nmel aksanakan peneriksaan yang nenyeluruh tokoh-tokoh rakyat yang
t er or gani sasi

PASAL DEM PASAL

Pasal 1

Penenpat an Badan Peneri ksa Keuangan sebagai Lenbaga yang berdiri
sendiri, disanping Lenbaga-lenbaga Negara Tertinggi | ainnya
seperti Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil an
Rakyat dan Dewan Pertinbangan Agung, dimaksud agar supaya
Badan ini tidak terpengaruh ol eh Kekuasaan Eksekutif, dan agar
supaya dapat nel aksanakan tugas pengawasan dan peneriksaan
yang effektif. Bentuk dewan dipakai agar supaya keputusan-
keput usan Badan Peneri ksa  Keuangan nmenj am n keadi | an
(obyektif), sebab keputusan-keputusan harus dianbil secara
kol eqgi al .

Pasal 2
(1) Dal am Anbeg Parama Arta oleh Presiden ditegaskan tentang
susunan Badan Peneri ksa Keuangan sebagai beri kut.

"Badan Peneri ksa Keuangan ini dipikirkan untuk di susun atas TENAGA-
TENAGA AHLI adm ni strasi dan keuangan disanping tenaga-
tenaga yang nmenpunyai dukungan masyar akat , agar
t er capai l ah pel aksanaan peng-i nt egrasi an antara
Penmerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan
Nasi onal yang terorganisasi”

(2) Qukup j el as.

Pasal 3 s.d. Pasal 8
Cukup j el as.

Pasal 9

(1) Dengan wewenang pengawasan dan peneri ksaan secara
nmenyel uruh tanpa pengecualiannya ini dimaksudkan bahwa
wewenang dari Badan Peneriksa Keuangan ini nmencakup
pengawasan dan peneriksaan atas penbelian-penbelian
unt uk keperl uan Negara dan/atau untuk Perusahaan Negar a,
agar supaya perhitungan dan penggunaannya  dapat
di pert anggung-j awabkan.

Unt uk pel aksanaan hal ini maka prosedurnya diatur secara khusus
oleh Badan Peneriksa Keuangan sendiri yang diberi
wewenang unt uk nmengel uar kan i nstruksi -instruksi,
pet unj uk- petunj uk pada para Bendaharawan tentang cara
nmel aksanakan dan nenyusun | aporan. Dengan istilah
"Penyi di kan Akuntan" diartikan "Investigation" ol eh
Akuntan yang ditunjuk oleh Badan Peneriksa Keuangan
unt uk nenperol eh ket erangan- ket erangan yang di perlukan



Dengan kontr ol Akunt an di maksudkan penelitian
(verifikasi) penbukuan, neneriksa dan nenilai bukti-
bukti yang nenjadi bahan-bahan penbukuan, serta nenil ai
kebenaran tiap-tiap neraca dan perhitungan |aba-rugi
yang di pandang perl u.

(2) Sel ama keadaan belum nenungki nkan di susunnya Anggaran
Kredit dan Anggaran Devisa, nmaka dengan Anggaran Kredit
dan Anggaran Devisa dinmaksudkan Rencana Kredit dan
Rencana Devi sa.

Pasal 10 s.d. Pasal 13
Cukup j el as.

Pasal 14

(1) Prosedur surat Keputusan Badan Peneriksa Keuangan untuk
nmenghenti kan senentara segal a penbayaran atas otorisas
Menteri yang bersangkutan itu diberikan kepada Kantor
Pusat Per bendaharaan Negara (K P.P.N.) dan Kantor
Per bendahar aan Negara waj i b nel aksanakannya.

(2) Qukup jel as.

(3) Qukup j el as.

Pasal 15
Cukup j el as.
Pasal 16
(1)yang dimaksud dengan Pegawai Negara dalam Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang- undang i ni ialah senua
pegam?i) dari badan-badan yang di nmaksud dal am pasal 10
ayat (3).

Istilah "nelal aikan kewajiban" neliputi pula "perbuatan Kkarena
kebodohan atau kebor osan".
(2) Qukup j el as.
(3) Qukup j el as.
(4) Yang dinmaksud dengan Kepala |Instansi ialah penjabat-
penj abat yang di beri pert anggungan- j anab dal am
i nstansi nya atau nmasi ng- masi ng | i ngkungan pekerj aannya.

Pasal 17 s.d. Pasal 22
Cukup j el as.

Pasal 23

(1) Qukup j el as.

(2) Keputusan Badan Peneri ksa Keuangan nenpunyai kekuatan yang
sama dan dij al ankan dengan cara yang sama dengan Putusan
Hakim Perdata yang sudah nenpunyai kekuatan pasti
(kracht van gewi j sde).

(3) Qukup j el as.

(4) Qukup j el as.

Pasal 24 s.d. Pasal 26
Cukup j el as

Bagi an Pengawasan bertugas nenguji sahnya dan kebenarannya dan pada
penggunaan keuangan.



Pasal 27

(1) Seksi Perusahaan neliputi Perusahaan Negara/ Daer ah/ Swast a.
Bank- bank Perer i nt ah/ Daer ah/ Swast a dan Per usahaan
Canpuran Negar a/ Daer ah/ Swasta seperti  yang di maksud
dal am pasal 10 ayat (3).
Bagi an Peneri ksaan bertugas nmenguji kemanfaat annya.

(2) Seksi Rupi ah dan Seksi Devisa neneriksa kenmanfaatan dari
pada penggunaan uang Rupiah dan kenanfaatan dari pada
penggunaan Devisa mlik Negara.

Pasal 28
Bi ro Akunt an sedapat mungki n di pi npi n ol eh tenaga Akuntan.

Pasal 29 s.d. Pasal 33
Cukup j el as.

Ter masuk dal am Lenbar an- Negar a tahun 1963 No. 95.
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Pej abat Sekretaris Negara,
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